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HATRY
BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA SECARA
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Menimbang:

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam
pelaksanaan dan penatausahaan Dbelanja, perlu
disusun pedoman;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur
Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja
secara  Elektronik di Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
DaerahKabupaten @ Jombang (Lembaran  Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021
Nomor 3/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Kabupaten Jombang.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Jombang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Jombang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Jombang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD
Kabupaten Jombang.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.
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Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala organisasi perangkat
daerah pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai BUD.

Pengguna Anggaran yangs selanjutnya disebut PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna  barang adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD.

Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat
KPB adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
baraang dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD.
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Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada
SKPD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut
PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara pengeluaran adalah pegawai yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara pengeluaran pembantu adalah pegawai
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Bendahara pengeluaran PPKD adalah pegawai yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan transaksi PPKD.

Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat
perencana daerah, pejabat pengelola keuangan
daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan
anggaran organisasi pengelola keuangan daerah PPKD
selaku BUD.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan

dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan nasional.
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Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi
pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang
menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan
masyarakat.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan/input untuk
menghasilkan  keluaran/output dalam  bentuk
barang/jasa.

Masukan/input adalah sumber daya baik yang
berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya untuk pelaksanaan suatu kegiatan guna
pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kegiatan.

Sasaran/target/output adalah hasil yang diharapkan
dari suatu program atau keluaran yang diharapkan
dari suatu kegiatan.

Hasil/outcome  adalah  segala  sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam satu program.

Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada PT. Bank Jatim.

Rekening khusus penerimaan PBB adalah rekening
yang digunakan untuk menampung penerimaan PBB-

P2 sementara 1 (satu) kali 24 jam harus dilimpahkan
ke kas daerah.
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Rekening penerimaan retribusi adalah rekening yang
digunakan untuk menampung penerimaan retribusi
sementara 1 (satu) kali 24 jam harus dilimpahkan ke
rekening Kas Daerah.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke
rekening kas umum daerah.

Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari
rekening kas umum daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti,
manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan
hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain
kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan
dilakukan melalui perjanjian.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang
selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen
pelaksanaan anggaran PPKD selaku BUD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh Pengguna Anggaran.
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Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat perubahan pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas
masuk yang bersumber dari penerimaan dan
perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
dan kegiatan.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat
SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya
dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

Surat Permintaan Pembayaran yang  selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaaan yang selanjutnya disingkat
SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan uang
muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving)
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Tambahan Uang persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan
uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD
yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan
untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

SPP Langsung untuk pengadaan barang dan jasa
yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan
barang dan jasa adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran
pembantu untuk permintaan pembayaran langsung
kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak
kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan
jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh PPTK.
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SPP Langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan
yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk
pembayaran gaji dan tunjangan adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan
jumlah, penerima, peruntukan, dan  waktu
pembayaran tertentu.

SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-
LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan
pembayaran atas transaksi- transaksi yang dilakukan
PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan
waktu pembayaran tertentu.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas
beban pengeluaran DPA-SKPD.

SPM Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang digunakan sebagai uang
persediaan untuk mendanai kegiatan.

SPM Ganti Uang persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM- GU adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran
DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk
mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

SPM Tambahan Uang persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas
beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan
dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan.

SPM Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban
pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Surat Pertanggungjawaban bendahara penerimaan
yang selanjutnya disingkat SPJ pendapatan adalah
dokumen yang dibuat oleh bendahara penerimaan
sebagai pertanggungjawaban atas penerimaan dan
penyetoran pendapatan asli daerah.
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Surat Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran
yang selanjutnya disingkat SPJ belanja adalah
dokumen yang dibuat oleh bendahara pengeluaran
sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan uang
persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang
persediaan.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah SKPD dan atau unit kerja di
lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.

Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang
bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD
yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan
pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan
nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang
bersangkutan.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya
disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Fleksibiltas adalah keleluasaan pengelolaan
keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu
yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku
umum.

Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam
bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode anggaran
bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari
rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
BLUD.
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Biaya BLUD adalah sejumlah pengeluaran yang
mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh
barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional
BLUD.

Rekening kas BLUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin
BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh
penerimaan pendapatan dan pembayaran
pengeluaran BLUD.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya
disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis
dan penganggaran tahunan yang berisi program,
kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan  peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat
JKK adalah perlindungan bagi peserta atas resiko
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa
perawatan, santunan dan tunjangan cacat.

Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan bagi
peserta atas resiko kematian bukan akibat
kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

Dokumen elektronik adalah setiap Informasi
Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat
dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,
Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki
makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya.

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi
Elektronik.
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BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah

Pasal 2

(1) Bupati adalah Kepala Daerah selaku  pemegang
kekuasaan  pengelolaan  keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan
kekayaan daerah yang dipisahkan;

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah mempunyai kewenangan:

a. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD, dan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD, dan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungiawaban pelaksanaan
APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan
rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang
telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menetapkan  kebijakan terkait Pengelolaan
Keuangan Daerah;

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan
mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau
masyarakat;

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
g. menetapkan KPA;

h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran;

i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

j- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka
Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Dalam melaksanakan kekuasaan Bupati
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya
yang berupa perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan
Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan
memperhatikan sistem pengendalian internal yang
didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan
antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima
atau mengeluarkan wuang. Pelimpahan kekuasaan
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah;

. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c. Kepala SKPD selaku PA.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 3

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan

APBD, rancangan perubahan APBD, dan
rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan
APBD;

memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan;
danmemimpin TAPD.

Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah

paling sedikit meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan
akuntansi pemerintah daerah;

c. koordinasi dalam penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah.

Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada
Bupati.
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Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah
merupakan terkait dengan peran dan fungsi
Sekretaris Daerah  membantu  Bupati dalam
menyusun kebijakan dan mengoordinasikan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah
termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), koordinator pengelolaan keuangan
bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 4

Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD
yang melaksanakan unsur penunjang urusan
pemerintahan pada pemerintah daerah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala
SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah;

b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD, dan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah
yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;

melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD
berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan
APBD;

mengesahkan DPA-SKPD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. menetapkan anggaran kas dan SPD;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan
pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah;

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j- melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal

penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
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Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan
lain, yaitu:

a. mengelola investasi;

menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
membuka rekening Kas umum daerah;

membuka rekening penerimaan;

membuka rekening pengeluaran; dan

R

menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah
dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak
daerah.

Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan
manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya
sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
Dalam hal kewenangan mengelola investasi
dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan dapat
melaksanakan pengelolaan investasi.

Pasal 5

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di
lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan
sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah.

Kuasa BUD mempunyai tugas:
a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;
d

memantau pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga
keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang
diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang daerah;

g. melaksanakanpenempatan uangdaerah dan
mengelola/menatausahakan investasi;

h. melakukanpembayaranberdasarkan perintah
PA/KPA atas Beban APBD;

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas
nama pemerintah daerah;

j- melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
dan;

k. melakukan penagihan piutang daerah.
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(4) Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai

tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan
menghimpun dan menguji anggaran kas
yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan
oleh BUD;

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih
dalam mengelola piutang menatausahakan

penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas
investasi; dan

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan
pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang
tidak melalui RKUD.

(5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku
BUD.

(6) Kepala Daerah atas usul BUD dapat menetapkan
lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan
SKPKD dengan pertimbangan besaran anggaran
yang dikelola.

Pasal 6

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan kebih dari 1
(satu) Kuasa BUD dilingkungan SKPKD dengan
pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban
kerja, loksai dan /atau rentang kendali.

Pasal 7

(1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
a. menyusun RKA-SKPD;
b. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja
dan/atau pengeluaran pembiayaan;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama
dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM,;

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

j- menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan SKPD yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
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m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai
tugas lainnya, meliputi:
a. menyusun anggaran kas SKPD;

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan
asli daerah;

c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD);

menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

e. menyusun dokumen permintaan pengesahan
pendapatan dan belanja atas penerimaan dan
pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD

melakukan pencatatan dan pengesahan
Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut;
dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD
selaku BUD.

Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang,

meliputi:

a. menandatangani dokumen permintaan
pengesahan pendapatan dan belanja atas
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD);

c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan
Sosial;

d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan,
PembantuBendahara Pengeluaran dan Pembantu
Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang
melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan
pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak
daerah  sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan
akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
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Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada
pihak lain sebagai akibat:

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya;

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan
kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan
pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang
harus dianggarkan pada APBD setiap tahun
sampai dengan selesainya kewajiban tersebut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah
sebagai akibat:

a. perjanjian atau perikatan;
b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan
barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat
pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PA yang bertindak sebagai PPK dapat dibantu oleh
pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen
pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Berdasarkan pertimbangan kerja, Sekretaris Daerah
dapat melimpahkan pada pejabat setingkat
dibawahnya untuk melakukan pengelolaan keuangan.

Pasal 8

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan
besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi,
dan/atau rentang kendali.
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Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub
kegiatan dilakukan olehSKPD yang mengelola besaran
anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya
ditetapkan oleh Bupati.

Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali
dilakukanterhadap SKPD yang membentuk Cabang
Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau
kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh
Bupati atas usul kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang
dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang
menjadi tanggung jawabnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai
dengan ketentuanperaturan perundang-
undangan.

Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab
kepada PA.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah
dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA
dapat melimpahkan kewenangannya memungut
pajak daerah kepada KPA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada UnitSKPD selaku KPA, KPA menandatangani
SPM-TU dan SPM-LS.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan
barang dan jasa, KPA bertindak sebagai PPK sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPA yang merangkap sebagai PPK dapat dibantu oleh
pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen
pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus,
KPA mempunyaitugas:

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
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c. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja
dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi
bersifat khusus yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama
dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

j- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit
organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

1. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi
bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA
bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian
tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit
SKPD selaku KPA.

Pasal 9

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub
kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD
selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang
PA/KPA.

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang
PA/ KPA meliputi:

a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan  teknis Kegiatan/sub  kegiatan
SKPD/Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atasBeban pengeluaran pelaksanaan
Kegiatan/Sub kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa
pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
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Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan
teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub

kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan
Kegiatan/Sub kegiatan; dan

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan

Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam  rangka
pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan
Kegiatan/Sub kegiatan;

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
dalam ketentuan perundang- undangan; dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen pelaksanaan kegiatan.

Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD
bertanggung jawab kepada PA.

Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD
bertanggung jawab kepada KPA.

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA
mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh
PPTK.

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di
lingkungan SKPD/Unit SKPD.

Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan
kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub
kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang
kriterianya ditetapkan Bupati.

Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas
pelaksanaan tugas dan fungsi.

PPTK merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki
jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di
bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki
kemampuan manajerial dan berintegritas.

Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK
merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Dalam hal tidak terdapat Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA
dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK
yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.
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Pasal 10

Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

PPK SKPD pada SKPKD dalam melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan sesuai dengan ruang
lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.

PPK SKPD pada pengelolaan keuangan BLUD
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai
dengan ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.

PPK SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat
dan pegawai yang bertugas melakukan
pemungutan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran = Pembantu, Bendahara Khusus
dan/atau PPTK.

PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-
TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;
c. melakukan verifikasi atas laporan

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
dan

e. menyusun laporan keuangan SKPD.

Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan
untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan
dokumen.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada
ayat(5), PPK SKPD melaksanakan tugas dan
wewenang lainnya yaitu:

a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU
dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang
diajukan oleh Bendahara lainnya;

b. Melakukan  verifikasi surat permintaan
pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah dari bendahara penerimaan;
dan

c. Menerbitkan surat pernyataan  verifikasi
kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU,
SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang

bertugas membantu PPK-SKPD untuk

meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan
SKPD.
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Pasal 11

Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya
kepada KPA, maka PA menetapkan PPK Unit
SKPD wuntuk melaksanakan fungsi tata wusaha
keuangan pada Unit SKPD.

Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas
pertimbangan:

a. besaran anggaran yang berlaku untuk bagian
pada Kabupaten di lingkungan Sekretariat
Daerah;

rentang kendali dan/atau lokasi;

c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus
yang memberikan layanan secara profesional
melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS
beserta  bukti kelengkapannya yang diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran pembantu,;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS berdasarkan
SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran pembantu; dan

c. melakukan verifikasi laporan
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
pembantu dan Bendahara  Pengeluaran
pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan
dan keabsahan SPP- TU dan SPP-LS yang diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan
dan keabsahan laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Selain melaksanakan tugas pada ayat (3), PPK Unit
SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a. melakukan verifikasi surat permintaan
pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah dari bendahara penerimaan
pembantu/Bendahara lainnya; dan

b. menerbitkan surat pernyataan  verifikasi
kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-
LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar
penyiapan SPM.

PPK unit SKPD pada wunit organisasi bersifat

khusus mempunyai tugasmeliputi:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-
TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara lainnya;
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b. menerbitkan surat  pernyataan  verifikasi
kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU,
SPP-TUdan SPP-LS beserta bukti

kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
c. menyiapkan SPM;

d. melakukan verifikasi laporan
pertanggungjawaban  Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD
khusus; dan

f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang
menduduki jabatan struktural untuk menjalankan
fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.

Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang
bertugas membantu PPK Unit SKPD.

Pasal 12

PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara

pengeluaran kepada Bupati.

Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran

sebagaimana dimasud pada ayat (1) untuk

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran belanja dan/atau
pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimasud

pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang;:

a. mengajukan permintaan pembayaran
menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP
LS;

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan
TU yang dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif kepada PA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada
BUD secara periodik; dan

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai
dengan  ketentuan = peraturan  perundang-

undangan.
Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya
meliputi:

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang
ditetapkan Bupati;

b. memeriksa kas secara periodik;

c. menerima dokumen bukti transaksi secara
elektronik atau dokumen fisik dari bank;
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d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian
belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan
internal dan eksternal;

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal; dan

f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan
pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya
kepada KPA, Kepala Daerah menetapkan
Bendahara Pengeluaran Pembantu atas usul PPKD.

Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu
didasarkan atas pertimbangan:

a. besaran anggaran; dan
b. rentang kendali dan/atau lokasi.

Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas
dan wewenang meliputi:

a. mengajukan permintaan pembayaran
menggunakan SPP TU dan SPP LS;

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari
Bendahara Pengeluaran;

c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP
dan TU yang dikelolanya;

e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran,;

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai
dengan  ketentuan = peraturan  perundang-
undangan; dan

h. membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif kepada KPA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada
Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) Bendahara Pengeluaran Pembantu
memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

b. memeriksa kas secara periodik;

c. menerima dokumen bukti transaksi secara
elektronik atau dokumen fisik dari bank;

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian
belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan
internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun
berjalan.
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Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi
bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati menetapkan
bendahara unit organisasi bersifat khusus.

Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki
tugas dan wewenang setara dengan Bendahara
Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran Pembantu secara
administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab
secara administratif dan fungsional.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara administratif atas
pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada
PA.

Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung
jawab secara administratif dengan membuat
laporan pertanggungjawaban secara administratif
atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan
kepada KPA.

Bendahara  Pengeluaran  bertanggung jawab
secara fungsional dengan membuat laporan
pertanggungjawaban  secara  fungsional atas
pengeluaran pada SKPD dan disampaikan
kepada PPKD selaku BUD.

Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung
jawab secara fungsional dengan membuat laporan
pertanggungjawaban  secara fungsional atas
pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran.

Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran
dapat menetapkan pegawai yang bertugas
membantu Bendahara Pengeluaran untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja
dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara
Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang
sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan
kepala SKPD.

Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran
bertanggung jawab kepada Bendahara
Pengeluaran.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

(1)

Bagian Kesatu
Asas Umum

Pasal 13
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
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Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas

Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana

lancar, yang mana merupakan kewajiban daerah

dalam satu tahun anggaran.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elektronik.

Pelaksanaan belanja sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) diatur sebagai berikut:

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang
lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh
oleh pihak yang menagih.

b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban
APBD tidak dapat dilakukan sebelum
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran

daerah.
c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak
termasuk pengeluaran keadaan darurat

dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran pembantu melaksanakan
pembayaran setelah:

1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti

transaksinya;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan
yang tercantum dalam dokumen
pembayaran; dan

3) menguji ketersediaan dana yang
bersangkutan.

e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu wajib menolak
melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila
persyaratan tidak dipenuhi.

f. BendaharaPengeluaran/BendaharaPengeluaran
Pembantu bertanggung jawab secara pribadi
atas pembayaran yang dilaksanakannya.

g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu sebagai wajib pungut
Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan
pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas
Umum Negara.
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Bagian Kedua

Permintaan Pembayaran

Pasal 14

(1) Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
sebagai proses awal pembayaran oleh Pemerintah
Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus sebagai
proses pembebanan rekening Belanja.

Proses permintaan pembayaran memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

(2)

(3)

a.

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP
kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan
SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD;

Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan
pertimbangan besaran SKPD dan lokasi,
disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu
melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD
atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD;

Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan
pertimbangan besaran anggaran Kegiatan
SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran
pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
SPD;

SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
terdiri atas SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP
LS. Sedangkan SPP yang dapat diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas
SPP TU dan SPP LS;

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP
UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
dalam rangka pengisian UP;

Pengajuan SPP UP diajukan dengan
melampirkan  keputusan Bupati tentang
besaran UP;

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP
GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
dalam rangka mengganti UP;

Pengajuan SPP GU dilampiri dengan dokumen
asli pertanggungjawaban penggunaan UP;
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP
dan GU ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Bendahara Pengeluaran atau Bendahara
Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP TU
untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP
LS dan/atau SPP UP/GU;
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k. Batas jumlah pengajuan SPP TU harus
mendapat persetujuan dari PPKD dengan
memperhatikan rincian = kebutuhan dan
waktu penggunaannya ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

1. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam
1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas
Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri
dengan daftar rincian rencana penggunaan
dana;

m. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU
dikecualikan untuk:

1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1
(satu) bulan; dan/atau

2) Kegiatan yang mengalami perubahan
jadwal dari yang telah ditetapkan
sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali
PA/KPA.

n. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
pembayaran:

1) gaji dan tunjangan;

2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang
dan jasa; dan

3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

o. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran
pengadaan barang dan jasa dapat juga
dilakukan oleh  Bendahara  Pengeluaran
Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada KPA.

p. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran
pengadaan barang dan jasa oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari
sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga
melalui PPTK.

q. Pengajuan SPP LS dilampiri dengan
kelengkapan persyaratan yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan

sebagai berikut:

a.Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub
kegiatan, SKPD diberikanUP yang dikelola oleh
Bendahara Pengeluaran SKPD.

b. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan
dengan Keputusan Bupati tentang besaran UP, yang
ditetapkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada
awal tahun anggaran, berdasarkan pertimbangan:

1) ketersediaan kas di RKUD;
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2) rencana pembayaran belanja dengan
menggunakan mekanisme LS;

3) besaran anggaran SKPD.

. Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Bupati
tentang besaran UP dan  disertai dengan
pernyataan pengguna anggaran bahwa uang
persediaan akan  digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

.Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja
yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran
dan tidak melebihi besaran UP.

. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-GU;

2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya
sampai dengan sub rincian objek; dan

3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan
UP.

. Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK
atau pihak terkait lainnya yang telah diverifikasi
oleh bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu.

. Pengajuan  permintaan pembayaran TU ini

didokumentasikan dalam SPP TU yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-TU;

2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai
dengan sub rincian objek.

.Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer
langsung dari RKUD ke rekening pihak ketiga.
Meskipun demikian, pembayaran gaji dan tunjangan
dikategorikan  sebagai  belanja LS  dengan
pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung
dari RKUD ke penerima (tanpa melalui rekening
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu).

i. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan

untuk pembayaran antara lain:

1) hibah berupa uang;

2) bantuan sosial berupa uang;

3) bantuan keuangan;

4) subsidi;

5) bagi hasil;

0) belanja tidak terduga wuntuk pengembalian

kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun
anggaran sebelumnya; dan
7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan

pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau
rekomendasi BPK.
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Pengajuan  SPP-LS  harus disertai  dengan
berbagai kelengkapan sesuai dengan jenis
pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pengajuan Permintaan
Pembayaran LS ini didokumentasikan dalam SPP-LS
yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-LS;

2) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya
sampai dengan sub rincian objek;

3) Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan

kode e-billing untuk pembayaran atau penyetoran
pajak secara elektronik kepada PPTK.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 16

Pengajuan Permintaan Pembayaran UP:

a.

Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai
dengan besaran UP yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Bupati;

. Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan

pembayaran UP tersebut kepada Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD.

Pasal 17

Pengajuan Permintaan Pembayaran GU:

a.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam
rangka mengganti UP.

. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU

kepada PA melalui PPK-SKPD dilampiri Surat
Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban UP.

. Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang

dipertanggungjawabkan oleh Bendahara
Pengeluaran.

. SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan

paling sedikit 50% (lima puluh persen) atau batasan
tertentu sesuai dengan kebijakan daerah masing-
masing.

. Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja

penggunaan UP yang disampaikan oleh PPTK,

Bendahara Pengeluaran menyiapkan:

1) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti
transaksi yang lengkap dan sah, termasuk
dokumen perpajakan terkait;

2) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a
direkam dalam file elektronik;

3) Bendahara melakukan unggah file elektronik
bukti transaksi belanja pada system elektronik;

4) Pengajuan Permintaan GU yang
didokumentasikan dalam SPP- GU.
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Pasal 18
Pengajuan Permintaan Pembayaran TU:
a. Pengajuan Permintaan Belanja TU:

1) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja
yang akan didanai TU, berdasarkan rencana sub
kegiatan dan DPA-SKPD, untuk memastikan
bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi
persyaratan pengajuan permintaan belanja TU,
yaitu:Kegiatan yang bersifat mendesak; Tidak
dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-
UP/GU.

2) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan
dana TUsebagai syarat pengajuan permintaan
belanja TU yang didokumentasikan dalam
Daftar Rincian Rencana Belanja TU. PPTK
kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana
Belanja TU tersebut kepada PA untuk
mendapatkan persetujuan.

3) Setelah memberikan persetujuan, PA
memberikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU
kepada PPKD.

4) PPKD memberikan persetujuan Daftar
Rencana Rincian Belanja TU dengan
memperhatikan batas jumlah pengajuan

permintaan belanja TU yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah.
b. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu menerima Daftar Rincian Rencana
Belanja TU sebagai dasar pengajuan permintaan
pembayaran TU.

2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu meneliti rencana belanja TU dengan
langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan
bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa
anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan
dana untuk belanja terkait telah disediakan;

c) Meneliti perhitungan pengajuan TU
dan/atau dokumen yang mendasarinya,;

3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu menyiapkan permintaan TU yang
didokumentasikan dalam SPP-TU;

4) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mengajukan persetujuan permintaan
pembayaran TU tersebut kepada PA/KPA melalui
PPK-SKPD.

5) Pengajuan melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD
dengan sistem elektronik/digital/paperless.
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Pasal 19

Pengajuan Permintaan Pembayaran LS:
a. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan
Tunjangan, meliputi:
1) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan
tunjangan sebagai dokumen pengajuan
permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan;

2) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi

dengan:

a) Daftar perubahan data pegawai yang
ditandatangani oleh pejabat sesuai
kewenangan;

b) Salinan dokumen pendukung perubahan
data pegawai yang telah dilegalisasi oleh
pejabat yang berwenang meliputi:

1. gaji induk;

gaji susulan;

kekurangan gaji;

gaji terusan;

SK CPNS;

SK PNS;

SK kenaikan pangkat;

SK jabatan;

kenaikan gaji berkala;

RNk LD

. surat pernyataan pelantikan;

[ Sy S—
— O

. surat pernyataan melaksanakan tugas;
. daftar keluarga (KP4);
. fotokopi surat nikah;

—
H W N

. fotokopi akte kelahiran;

—_
ul

. surat keterangan pemberhentian
pembayaran (SKPP) gaji;

16. surat keterangan masih sekolah/kuliah;

(q) surat pindah; dan

17. surat kematian;

Kelengkapan dokumen di atas
disesuaikan dengan peruntukannya.

c) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan
tunjangan dan dokumen pendukung, Bendahara
Pengeluaran memverifikasi rencana belanja gaji
dan tunjangan dengan langkah antara lain:

1. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan
bahwa belanja gaji dan tunjangan yang akan
diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

2. Meneliti dokumen SPD terkait untuk
memastikan dana untuk belanja gaji dan
tunjangan yang akan diajukan telah
disediakan;

3. Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar
gaji.
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d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara
Pengeluaran menyiapkan pengajuan permintaan
pembayaran LS Gaji dan Tunjangan yang
didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan
Tunjangan. Pengajuan  tersebut disampaikan
kepada PA melalui PPK-SKPD.

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan
Barang dan Jasa, meliputi:

1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu menyiapkan LS Pengadaan Barang dan
Jasa dengan mengacu kepada berita acara dan
dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan yang
dimaksud antara lain:

a.

SRt a0 o

e

dokumen kontrak;

berita acara pemeriksaan,;

berita acara kemajuan pekerjaan;

berita acara penyelesaian pekerjaan;
berita acara serah terima barang dan jasa;
berita acara pembayaran;

surat jaminan bank;

surat referensi/keterangan bank;

jaminan pembayaran dari bank yang sama
dengan bank RKUD;

surat pernyataan kesanggupan dari pihak
lain/rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan
seratus persen sampai dengan berakhir masa
kontrak;

dokumen lain yang dipersyaratkan untuk
kontrak- kontrak yang dananya sebagian
atau seluruhnya bersumber dari penerusan
pinjaman/hibah luar negeri; dan

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas
disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan
jenis atau sifat pengadaan barang dan jasa
yang dilakukan.

2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu memverifikasi rencana belanja
pengadaan barang dan jasa dengan langkah-
langkah antara lain:

a.

Meneliti dokumen SPD terkait untuk
memastikan dana untuk belanja pengadaan
barang dan jasa yang akan diajukan telah
disediakan;

Meneliti dokumen DPA untuk memastikan
bahwa belanja pengadaan barang dan jasa
yang akan diajukan tidak melebihi sisa
anggaran;

Meneliti kelengkapan dan validitas
perhitungan atas tagihan pihak ketiga, Berita
Acara Serah Terima (BAST) dan dokumen
pengadaan barang dan jasa.
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3) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran
LS Pengadaan Barang dan Jasa yang
didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan
Barang dan Jasa.

4) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mengajukan persetujuan permintaan
pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa
tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD /PPK-
unit SKPD.

5) Pengajuan melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD
dengan sistem elektronik/digital/paperless.

. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS kepada
Pihak Ketiga Lainnya:

1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga
Lainnya dengan mengacu kepada Keputusan
Bupati dan dokumen pendukung lainnya;

2. Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dihitung  berdasarkan
Keputusan Bupati dan/atau dokumen pendukung
lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara
pengeluaran;

3. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu memverifikasi rencana pembayaran
kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan langkah antara lain:

a) Meneliti dokumen DPA wuntuk memastikan
bahwa pembayaran kepada Pihak Ketiga
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang akan diajukan tidak
melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen  SPD  terkait untuk
memastikan dana untuk pembayaran kepada
Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang akan
diajukan telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan validitas
perhitungan berdasarkan Keputusan Bupati
dan/atau dokumen pendukung lainnya.

4. Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga
lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS
kepada Pihak Ketiga lainnya.

5. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mengajukan persetujuan permintaan
pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut
kepada PA/KPA melalui PPK- SKPD/PPK-Unit
SKPD.

6. Pengajuan melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD
dengan sistem elektronik/digital/ paperless.
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Bagian Keempat
Perintah Membayar

Pasal 20

(1) Perintah membayar adalah kewenangan yang
dimiliki Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan
dalam DPA SKPD.

(2) Perintah membayar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didahului dengan proses verifikasi belanja
oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai
pengakuan belanja tersebut.

(3) Proses perintah membayar memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

(4) Perintah membayar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA
mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD
dengan menerbitkan SPM-UP;

b. Berdasarkan  pengajuan SPP-GU, PA
mengajukan penggantian UP yang telah
digunakan kepada Kuasa BUD dengan
menerbitkan SPM- GU;

c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA
mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD
dengan menerbitkan SPM-TU;

d. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran pembantu, PPK-SKPD/PPK Unit
SKPD melakukan verifikasi atas:

1) kebenaran materiil surat bukti mengenai hak

pihak penagih;
2) kelengkapan dokumen yang  menjadi
persyaratan/sehubungan dengan

ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
3) ketersediaan dana yang bersangkutan.

e. Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA
memerintahkan pembayaran atas Beban APBD
melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.

f. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi
syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM-LS.

g. PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS
dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi
syarat, paling lambat 1 (satu) hari terhitung
sejak diterimanya SPP.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan

sebagai berikut:

a. PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi
kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan
pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui sistem
elektronik;
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Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna
Anggaran melalui sistem elektronik kepada Kuasa
BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang
disiapkan oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah
sebelumnya melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan pengajuan pembayaran;

. Jenis SPM terdiri atas:

1) SPM-UP;

2) SPM-GU;

3) SPM-TU;

4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan;

5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa;

6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya; dan

d. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi
kelengkapan dan keabsahan hanya untuk

pengajuan permintaan pembayaran LS dan/atau
TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

. PA/JKPA dilarang menerbitkan SPM  yang

membebani tahun anggaran berkenaan setelah
tahun anggaran berakhir;

Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang
bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi
wewenang untuk menandatangani SPM
berdasarkan Surat Tugas PA/KPA;

. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan

pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani SPM ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

. PPK-SKPD /PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap

SPM melakukan pencatatan pada register SPM.

Pasal 22

Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar UP:

a.

Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran melalui sistem elektronik, PPK-SKPD
melakukan  verifikasi dengan cara  meneliti
kesesuaian besaran UP dengan Keputusan Bupati;

. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-

SKPD menyiapkan rancangan Perintah Membayar
UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP
untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;

. PA' menandatangani dan menerbitkan SPM-UP

paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi

dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian

disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA;
dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.
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Pasal 23
Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar GU:

a. PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan
LPJ Penggunaan UP beserta bukti-bukti
transaksinya yang diterima dari Bendahara
Pengeluaran dengan langkah berikut:

1. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;

2. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanja terkait telah disediakan;

3. Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti
transaksi dan dokumen perpajakan terkait.

4. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan
pengajuan GU, LPJ Penggunaan UP, dan bukti-
bukti transaksinya.

5. Meneliti unggahan bukti transaksi pada system
elektronik berdasarkan berdasarkan bukti fisik

b. Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau
ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-
SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan
kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.

c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan
sah, PPK SKPD menyiapkan pengajuan Perintah
Membayar GU yang didokumentasikan dalam draft
SPM-GU untuk ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran.

d. Pengguna Anggaran menandatangani dan
menerbitkan SPM-GU paling lama 2 (dua) hari sejak
proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD melalui
sistem elektronik, dengan dilengkapi:

1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA;
dan

2) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

Pasal 24
Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar TU:

a. Berdasarkan pengajuan SPP-TU melalui sistem
elektronik oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang disertai dengan Daftar
Rincian Rencana Belanja TU,PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai
berikut:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
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2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanja terkait telah disediakan; dan

3) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan
pengajuan permintaan Perintah Membayar TU.

b. Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau
ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-
SKPD /PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau
penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-
TU.

c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan
sah, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan
pengajuan Perintah Membayar TU yang
didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

d. PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU
paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi
dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian
disampaikan kepada Kuasa BUD melalui sistem
elektronik, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
PA/KPA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD /PPK-Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan
dokumen.

Pasal 25
Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar LS:

a. Berdasarkan pengajuan SPP-LS melalui sistem
elektronik oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan
dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-
SKPD /PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan
langkah berupa:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran,;

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanja terkait telah disediakan;

3) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai
dengan jenis pengajuannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi
di sistem;

4) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen

pendukung; dan

5) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan
pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
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b. Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau
ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-
SKPD /PPK-Unit SKPD meminta perbaikan
dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-
LS.

c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan
sah, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan
pengajuan Perintah Membayar LS yang
didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk
ditandatangani oleh PA/KPA.

d. PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS
paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi
dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian
disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan
dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
PA/KPA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD /PPK-Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan
dokumen.

Pasal 26

Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM
yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada
bank persepsi.

Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM
diterima.

Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD
berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh
PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung
Jawab PA/KPA;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas
beban APBD yang tercantum dalam perintah
pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang
bersangkutan; dan

d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar
Pengeluaran
Daerah;

e. Melakukan pengujian kecocokan antara NPD
dengan entry SPJ pada sistem elektronik.

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan
PA /KPA apabila:

a) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab
PA/KPA; dan/atau

b) pengeluaran tersebut melampaui pagu.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini

diundangkan.

berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan
penempatannya dalam  Berita

Jombang.

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 23 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

Bupati ini dengan

Daerah  Kabupaten

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 23 Mei 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 22/E

PADJID NINDYAGUNG.SH. M. Si

" Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001
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